PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jin. Bhayangkara Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016-2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 diperlukan
tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan
pada setiap tahun perencanaannya;

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonseia
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Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan
Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12.

13.

14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
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Memperhatikan :

Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2016 Nomor 31),

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2016-2021

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021



Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang berisi Indikator kinerja
tahunan untuk kurun waktu tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran
dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

(2) Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam merencanakan program, kegitan, dan indikator kinerjanya, wajib
mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 -2021.

Pasal 3

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
. % Februari 2019

- _JAKFAR,S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680612 198801 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).

2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2019
y Februari 2019
. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2016 -2021

2 : KINERJA PADATAHUN KE-
TUIUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA FORMULA i -
; 2016 2017 2018 2019 2020 021
3 3 q = 6 ] 8 9 10 11
Meningkatkan pengetahuan .
dan  kewaspadaan dini ﬁ__ﬁﬁﬁmﬁaﬁ Jumiah desa tangguh bencana | (Jumlah omm%.ﬁi% Desa)x | 300% | 16,30% | 19,57% | 22,83% | 26,00% | 29,35%
masyarakat pedesaan
Pertolongan terhadap Menigkatnya waktu
masyarakat korban bencana | penanganan korban
serta Pemenuhan Kebutuhan | bencana dan Persentase waktu penanganan Masyarakat Korban Bencana
Logistik secara cepatdan | terpenuhinya bencana kurang dari 1 hari ditolong kurang dari 1 hari 100% | S5 | 100% | 200% | 100R | 100%
tepat kebutuhan logistik dan
peralatan

Tingkat pemenuhan kebutuhan (Jumiah Kebutuhan yang

logistik dan peralatan di daerah diberikan/jumiah Kebutuhan) x 50% 50% 50% 50% 50% 50%

bencana 100%
Pemulihan Infrastruktur fisik ———
dan Sosial ekonomi a s5arana Tingkat i

pemulihan infrastruktur (Jumiah Kerusakan/Jumiah
masyarakat korban bencana ﬁm:mwmw:«w_mﬂ korban kil cham il Sl Perbaikan) x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
xmv LA PELAKSANA,
JAKFAR, S. Sos

— 1@?@5 Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680612 198810 1 001




TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 - 2021

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
No TUJUAN SASARAN Indikator Kinerja (outcome) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 |Meningkatan pengetahuan dan  [Melindungi masyarakat dari Persentase desa tangguh
kewaspadaan dini masyarakat be b
S feana e 11,96% | 16,30% | 19,57% | 22,83% | 26,09% | 29,35%
pedesaan
2 |Pertolongan terhadap masyarakat [Meningkatnya waktu persentase waktu
korban bencana serta Pemenuhan |penanganan korban bencana penanganan bencana kurang
Kebutuhan Logistik secara cepat |dan terpenuhinya kebutuhan |dari 1 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan tepat logistik dan peralatan
Tingkat pemenuhan
kebutuhan mom_an._n dan 50% 50% 50% 50% 50% 50%
peralatan di daerah bencana
3 |Pemulihan Infrastruktur fisik dan |Sarana dan Prasana Tingkat pemulihan
Sosial ekonomi masyarakat Masyarakat korban bencana |infrastruktur fisik dan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100%
korban bencana bis dipulilhkan ekonomi
4 |Meningkatnya pelayanan publik, |Meningkatnya Pelayanan Skor Indeks kepuasan = . ) 77 81 86
Akuntabilitas Kinerja dan Publik, Akuntabilitas Kinerja |masyarakat (IKM)
Keuangan dan Keuangan Nilai AKIP - - - 66 69 70
Laporan Keuangan - - - Sesuai | Sesuai | Sesuai




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2016 - 2021
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- PENANGGUNG
ASARAN Indikator Kinerja (outcome FORMULA SUM
e TARGAN > { ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N JAWAB
1|Meningkatan pengetahuan dan | Melindungi masyarakat dari Jumlah desa tangguh (Jumlah Bidang
kewaspadaan dini masyarakat bencana bencana Destana/lumlah Pencegahan
nadesaan Desa) x 100% 3,00% | 16,30% | 19,57% | 22,83% | 26,09% | 29,35% BPBD daes
Kesiapsiagaan
2 |Pertolongan terhadap masyarakat | Meningkatnya waktu persentase waktu Masyarakat Bidang
korban bencana serta Pemenuhan |penanganan _..onc.-_.. bencana _uoz.s:nn:.s: bencana kurang | Korban Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPED Kedstaratan
Kebutuhan Logistik secara cepat |dan terpenuhinya kebutuhan|dari 1 hari ditolong kurang
o . . dan Logistik
dan tepat logistik dan peralatan dari 1 hari
Tingkat pemenuhan {Jumlah
kebutuhan logistik dan Kebutuhan yang Bidang
peralatan di daerah bencana | diberikan/Jumlah | 50% 50% 50% 50% 50% 50% BPBD Kedaruratan
Kebutuhan) x dan Logistik
100%
3|Pemulihan Infrastruktur fisik dan |Sarana dan Prasana Tingkat pemulihan (Jumiah Kerusakan
Sosial ekonomi masyarakat Masyarakat korban bencana |infrastruktur fisik dan sosial / Jumiah Bidang
korban bencana ekonomi Perbaikan) x 100%| 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD Rehabilitasi dan
rekontruksi
Muara Sabak, Januari 2019

P H .ijwn_o/vo_-rﬂ:u Badan Penanggulangan Bencana Daerah

xnr..__uuﬁn: Tanjung Jabung Timur

Pembina Utam Muda (IV/c)
Nip. 19680612 198810 1 001




